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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil
Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.
Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang
belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus
linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar
pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Pada transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin

sebagai berikut:
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
) Alif tidak dilambangkan
o Ba B Be
< Ta T Te
< Sa Ts te dan es
d Jim J Je
C Ha H H dengan garis bawah
d Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De




3 Zal Z de dan zet
J Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
U Syin Sy es dan ye
es (dengan garis di
ua Sad S bawah)
de (dengan garis di
ol Dad D bawah)
te (dengan garis di
b Ta T bawah)
zet (dengan garis di
5 Za Z bawah)
koma terbalik (di atas)
i ‘ain ‘ hadap kanan
& Gain Gh Ge dan ha
o Fa F Ef
K] Qaf Q Ki
d Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
O Nun N En
3 Wau AV We
® Ha H Ha
& Hamzah ’ Apostrof
T Ya Y Ye

Vi




2. Vokal

3.

4.

5.

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal Panjang
i=A i=3
=1 s =Ai @l=1
i=U s =Au S=1
Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/
Contoh:

Aiax 31 s Ditulis mar’atun jamilah
Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

dab b Ditulis Fatimah
Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf
yang diberi tanda syaddad tersebut.
Contoh:
Uy Ditulis rabbana
> Ditulis al-bir
Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah”
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

wwaddl  Ditulis asy-syamsu
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da Ditulis ar-rajulu
8 ) Ditulis as-sayyidah
Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang

mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
sl Ditulis al-qgamar
& Ditulis al-badi’
Jd Ditulis al-jalil
Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan
tetatpi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf

hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /°/.

Contoh:
e f Ditulis umirtu
s Ditulis syai'un
Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia (PUEBI)
Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
a. Ditulis kata per kata, atau
b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

o 2l ¢ ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam
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ABSTRAK

Ade Ayu Murti Asih (1517012) 2022. Implementasi PERMENSOS Nomor 1
Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam memberikan
Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat di Desa Wanarejan Utara
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

DOSEN PEMBIMBING : Dr. Ali Trigiyatno S.Ag.,M.Ag

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan
PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH)
di Desa Wanarejan Utara.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif melalui lapangan
dengan pendekatan Yuridis Empiris, menghasilkan data deskriptif analitis. Data
yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil subjek
peneliti Dinas Sosial Kabupaten Pemalang. Dimana teknik pengumpulan data
yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis
data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian serta
kesimpulan dari data-data yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama; proses analisis Efektivitas
Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wanarejan Utara dikatakan tidak
efektif, sesuai indikator efektifitas hukum, yakni terjadinya ketidaktepatan sasaran
yang terjadi dikarenakan pendataan di Desa tersebut menggunakan DTKS tahun
lama sehingga menjadikan program ini tidak efektif.

Sosialisasi program yang kurang diperhatikan serta tidak dilakukan dengan
semestinya. Kemudian indikator upaya pengentasan kemiskinan yang tidak dapat
terpenuhi secara menyeluruh. Dengan adanya hal tersebut maka ditemukan
adanya Implikasi dari Pelaksanaan PERMENSOS No 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan di Desa Wanarejan utara diantaranya yaitu: Angka
kemiskinan yang tidak berubah, Menurunya tingkat kesehatan bagi anak-anak
dan ibu hamil, Meningkatnya angka pendidikan yang rendah, dll.

Kata Kunci : Efektivitas. Kemiskinan. PKH
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Suatu masalah yang timbul disebabkan oleh kemiskinan merupakan hal
yang sangat rumit untuk di alami semua orang. Kemiskinan akan selalu ada
dimana dan kapan saja. Kemiskinan menjadikan penyebab seseorang menjadi
terbengkalai. Dalam hal ini Negara sangat berperan penting untuk mengatasi hal
tersebut. Salah satu dari tugas Negara adalah menghapuskan kemiskinan di
Negara kita dan mendistribusikan kekayaan yang ada dalam Negara kita guna
mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dinamika permasalahan sosial yang terjadi di dunia semakin hari semakin
bertambah, dimana hal ini sangat mempengaruhi untuk berkembangnya suatu
negara di dunia. Adanya permasalahan ini sangat mengakibatkan dampak buruk
bagi suatu Negara, kejadian ini sangat meresahkan dan juga mengkhawatirkan.
Permasalahan sosial yang belum kunjung usai dan sampai sekarang masih
menjadi tugas untuk kita agar bisa mengatasinya. Dewasa ini angka kemiskinan
masih menjadi permasalahan nasional yang tidak bisa dipungkiri dan masih
menjadi ppokok permasalahan yang sangat memprihatinkan, bahkan menjadi
pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah. Yang dimana hampir di setiap
wilayah selalu ada warga yang mengalami hal tersebut.

Dalam ajaran islam, tidaklah mengenal kata miskin. Karena kemiskinan
merupakan suatu hal yang dapat menyengsarakan umat, sebisa mungkin para

pemimpin harus bisa mengatasi hal tersebut. Seperti contoh pada masa “khalifah



Umar bin Abdul Aziz”, tidak ada seorangpun yang miskin, semua orang kaya
atau bisa dikatakan wajib zakat. Hal tersebut membuktikan bahwa di dalam
ajaran islam memiliki konsep yang kuat dalam mengatasi kemiskinan.

Tingginya angka kemiskinan yang ada, bisa terjadi karena tidak merata
nya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga rendahnya pendapatan
perkapita. Adanya pendapatan perkapita yang rendah itu terjadi karena adanya
investasi perkapita yang rendah. !

Di Indonesia sendiri, kesejahteraan sosial bukanlah suatu istilah yang baru,
kesejahteraan sosial memiliki tujuan yang sangat baik, yakni untuk membantu
kebutuhan dasar, baik individu atau masyarakat. Adanya kesejahteraan sosial
dapat menguntungkan bagi masyarakat, yakni dapat mempererat hubungan antar
individu yang dapat menciptakan sifat rasa peduli dan tolonng-menolong
terhadap sesama yang saling membutuhkan. Perlindungan sosial adalah “salah
satu aspek yang tidak dapat terpisahkan baik dalam pengentasan kemiskinan
maupun pengurangan kesenjangan dalam sebuah negara”. Indonesia salah
satunya, yakni memiiki cita-cita yang sangat tinggi, hal tersebut telah dilindungi
dan diamanatkan dalam “Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan
konstitusi negara. Dalam hal ini, untuk meningkatkan suatu efektivitas
penanggulangan kemiskinan dalam bidang perlindungan sosial, perlu adanya

pemerintah untuk melakukan upaya yang sangat baik yaitu dengan membuat

'Budi  Azwar,”Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam  Penanggulangan
Kemiskinan” Jurnal Kewirausahaan.Vol.13, No.1, (Menara Riau: 2014), hal. 103.



suatu program yang dapat mengatasi masalah tersebut yaitu Program Keluarga
Harapan (PKH).

Persoalan yang ada mengandung banyak dimensi yang membutuhkan
banyak pendekatan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah. Berbagai
program telah digerakan dengan tujuan agar dapat mengurangi kemiskinan yang
ada dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi masih tetap
sama.

Sesuai dengan kebijakan sosial yang ada, perlindungan sosial adalah
elemen yang sangat penting dalam hal pengentasan kemiskinan. Perlindungan
sosial ini sangat merujuk pada proses kebijakan. Perlindungan sosial merupakan
rujukan bagi pemerintah untuk melindungi warga negaranya, terutama bagi
masyarakat yang mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kebijakan ini merupakan salah satu kewajiban negara dalam memenuhi hak
dasar bagi setiap warga negara.

Secara garis besar, kesejahteraan masyarakat dapat dikaitkan dengan
konsep negara, yakni salah satu tanggung jawab negara. Kebijakan pemerintah
yang ada, tidak hanya bersifat pelayanan atau hanya sekedar bantuan saja, akan
tetapi juga meliputi perlindungan dana juga pencegahan terhadap segala
permasalahan sosial yang timbul di masyarakat. >

Di Indonesia kesejahteraan soaial bukanlah suatu istilah yang baru,

kesejahteraan sosial memiliki tujuan yang sangat baik, yakni untuk membantu

2 Atma Ras,“Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan”.Vol.
XIV. (Universitas Hasanudin. 2013), hal. 56..

3 Edi Suharto, “Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di
Indonesia”.Studi Kasus Program Keluarga Harapan.Vol.17.No.1, (Maret.2015). hal.23



kebutuhan dasar, baik individu atau masyarakat. Adanya kesejahteraan sosial
dapat menguntungkan bagi masyarakat, yakni dapat mempererat hubungan antar
individu yang dapat menciptakan sifat rasa peduli dan tolonng-menolong
terhadap sesama yang saling membutuhkan.

Kemiskinan juga tidak hanya mencakup tentang persoalan materi, tetapi
juga mencakup masalah non ekonomi. Menurut Nugroho kemiskinan memiliki
beberapa definisi dalam berbagai dimensi, yaitu:

1. Dimensi ekonomi
Yakni kemiskinan Absolut. Yaitu dimana tingkat pendapatan yang
dihasilkan oleh seseorang tidak cukup untuk memenuhi kehidupan pokok
sehari-hari yang dibutuhkan oleh keluarga. Sedangkan kemiskinan yang
sering di jumpai yaitu mereka yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan hidup akan tetapi masih dibawah rata-rata pendapatanya.
2. Dimensi sosial budaya
Kemiskinan kultural, yaitu suatu kemiskinan yang dialami karena
faktor budaya, seperti apatis dan fatalistik
3. Dimensi struktural politik
Dimensi ini muncul karena masyarakat yang tidak memiliki sarana
dalam proses politik sehingga melibatkan struktur sosial yang kedudukanyal
paling bawah.

Adanya dimensi diatas sebagai gambaran bahwa adanya faktor kemiskinan

terjadi karena ketidakberdayaan yang menjadi sumber utama terjadinya

kemiskinan. Berbagai bentuk ketidakberdayaan tersebut, mengakibatkan



masyarakat miskin mengalami hambatan untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya.*

Dalam hal ini, untuk meningkatkan suatu efektivitas penanggulangan
kemiskinan dalam bidang perlindungan sosial, perlu adanya pemerintah untuk
melakukan upaya yang sangat baik yaitu dengan membuat suatu program yang
dapat mengatasi masalah tersebut yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).
Program ini diatur dalam Pasal 1 ayat (9) UU No.l1 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial. Yakni berbunyi “Perlindungan sosial adalah semua
upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan
dan kerentanan sosial”.>

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa pelindungan sosial
merupakan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat miskin, lanjut usia,
penyandang distabilitas, dan anak-anak untuk menjadikan mereka aman dan
tentram. Perlindungan sosial dalam bentuk PKH ini merupakan elemen penting
untuk memerangi kemiskinan yang ada, khususnya di Kabupaten Pemalang.

Di Kecamatan Taman, khususnya di Desa wanarejan utara ini, tatanan
kehidupan masyarakatnya sangat majemuk, baik dalam hal pendidikan,
pekerjaan, atau dalam hal kesehatan sangat memprihatinkan. Sebagian besar
masyarakatnya bekerja sebagai buruh pabrik tenun yang pendapatanya masih
rendah, apalagi semenjak adanya pandemi seperti sekarang ini. Angka kematian

yang meningkat juga mengakibatkan banyaknya ibu-ibu yang sekarang menjadi

4 Atma Ras, “Pemberdayaan Masyarakt Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan”.
Vol. XIV.(Universitas Hasanudin. 2013).hal.57.

5 Kementrian Sosial.“Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
Sosial”.(Diakses Pada Tanggal 6 Agustus 2021 dari hhtps://www.kemsos.go.id).



tulang punggung bagi.keluarganya karena ditinggal oleh suaminya yang
meninggal.

Terciptanya Program Keluarga Harapan ini, yakni untuk meningkatkan
kapasitas masyarakat yang berkembang dalam hal pengentasan kemiskinan,
sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan memiliki sifat
kepedulian terhadap sesama. Program ini dijadikan oleh Kementrian Sosial
untuk menanggulangi kemiskinan secara kontinu. Program ini diharapkan bisa
mengurangi beban bagi keluarga yang tidak mampu dan juga dapat memutus
rantai kemiskinan.®

Tabel 1.1

Data jumlah penerima bantuan “Program Keluarga Harapan”
di Desa wanarejan utara Kecamatan taman.

No Nama Dusun Jumlah Penerima

1. Dusun Slatri 123 Orang

2. Dusun Akromudin 113 Orang

3. Dusun Mlaki 134 Orang

4. Dusun Pakisaji 156 Orang

5. Dusun Gembyang 164 Orang
TOTAL 690 Orang

Sumber : Operator PKH Desa Wanarejan Utara
Tabel diatas, menjelaskan bahwa jumlah penerima bantuan PKH yaitu
pada Dusun slatri ada 123 Orang, Dusun Akromudin 113 orang, Dusun Mlaki
134 orang, Dusun Pakisaji 156 orang dan Dusun Gembyang 164 Orang. Dari
data diatas penerima bantuan PKH terbanyak berada di dusun Gembyang, yakni

dengan total penerima sebanyak 164 Orang.

¢ Kementrian Sosial R, “Kebijakan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan”.(Direktorat
Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial.2016).hal.7



Adanya Program Keluarga Harapan ini, diharapkan bisa menjamin
kesejahteraan bagi warga untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga
kesejahteraan serta menjamin kesehatanya, khususnya bagi ibu hamil.

Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan di Desa
wanarejan utara ini dengan cara berkelompok, yang mana dalam hal ini
kelompok di bagi oleh pembimbing PKH masing-masing. Dalam satu kelompok
biasanya terdiri dari 15 sampai 20 Orang, dan dipilih satu orang untuk menjadi
ketua guna membantu mengkoordinasikan pembagian dana PKH tersebut.
Dalam kegiatan PKH ini, masyarakat penerima bantuan ini memiliki berbagai
kegiatan, diantaranya kegiatan bulanan yang di adakan setiap kelompok untuk
menjalin silaturahim dan juga untuk mengontrol bagaimana perkembangan
masyarakat dalam menggunakan dana PKH tersebut, apakah sudah sesuai
dengan prosedur PKH.

Adapun permasalahan yang terjadi di Desa Wanarejan utara yakni dalam
melaksanakan program keluarga harapan ini masih kurang maksimal, dimana
penerima bantuan program keluarga harapan ini masih banyak yang kurang tepat
sasaran menurut mayoritas penduduk Desa setempat, adanya jumlah masyarakat
miskin yang sangat banyak dan juga data yang diperoleh langsung dari pusat,
mengakibatkan pemerintah desa atau pendamping PKH sendiri bingung dalam
menentukan bagi siapa saja yang bisa dikategorikan pantas mendapatkan
bantuan. Pasalnya dengan adanya data yang diberikan langsung dari pusat, maka
pendamping PKH tidak bisa mengganggu gugat data tersebut. Banyak dijumpai

penerima bantuan yang tercatat dalam data akan tetapi masih bisa dikategorikan



masyarakat yang mampu, karena dibawahnya ada yang lebih memprihatinkan
lagi. Hal tersebut memicu banyaknya komplain atau usulan yang datang.

Untuk menjawab bagaimana kondisi dan situasi di atas maka dilakukan
kegiatan pemantauan melalui “Efektifitas Pelaksanaan PERMENSOS Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wanarejan
Utara”.

. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan PERMENSOS No 1 Tahun 2018
Tentang Program Keluarga Harapan di Desa wanarejan utara?
2. Bagaimana Implikasi Pelaksanaan PERMENSOS No 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga harapan di Desa wanarejan utara?
. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan PERMENSOS No 1 Tahun 2018
Tentang Program Keluarga Harapan di Desa wanarejan utara.
2. Untuk Mengetahui Implikasi Pelaksanaan PERMENSOS No 1 Tahun 2018
Tentang Program Keluarga harapan di Desa wanarejan utara
. Manfaat Penelitian
Adanya penelitian ini, semoga bisa memberikan manfaat dan juga

memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.



1. Kegunaan teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan dapat berguna

dalam sebuah teori pembelajaran dalam menangani program pemerintah

untuk bisa mengembangkan kebijakan program yang lainya.

2. Kegunaan praktis

a. Menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa atau lembaga yang

berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

b. Dapat menambah wawasan pengetahuan dan informasi bagi yang berminat

mengadakan penelitian yang lebih jauh tentang pemberdayaan masyarakat

khususnya pemberdayaan dalam sebuah lembaga atau organisasi.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian, adanya tinjauan pustaka difungsikan untuk

mengetahui apakah objek sasaran yang akan diteliti sudah diteliti atau belum.

Didalam penelitian ini juga, peneliti telah meninjau beberapa sumber yang dapat

digunakan sebagai bahan rujukan dalam membuat sebuah penelitian. Adapun

yang berhubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

No

Jenis Penelitian

Persamaan

Perbedaan

1.

Efektivitas
menteri sosial Nomor 1
Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga
Harapan (PKH)

peraturan

Pada penelitian yang
terdahulu dan yang
sekarang Sama-sama
menganalisis
Bantuan Program
Keluarga Harapan

Dalam penelitian ini
fokusnya adalah
pada implementasi
PERMENSOS dan
juga hak bagi
penerima  bantuan
PKH

Implementasi Program
Keluarga Harapan
(PKH) Dalam

Pada
terdahulu
penelitian

peneliitian
dan
yang

Pada penelitian
terdahulu  berfokus
pada pelaksanaannya
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Keluarga

di  Desa

(PKH) dalam upaya
meningkatkan
kesejahteraan keluarga

Kabupaten Banyumas

dan juga penelitian
yang terdahulu sama-
sama menganalisis

tentang  efektivitas
dari program
keluarga harapn
(PKH)

Pemberdayaan sekarang akan | saja, sedangkan pada
Masyarakat MiskinKota | diteliti, Sama-sama | penelitian yang
Di Kelurahan Way Dadi | menganalisis peneliti teliti
Kecamatan PERMENSOS menganalisis
Kota Bandar Lampung | Nomor 1 tahun 2018 | efektivitas
PERMENSOS
3. | Efektivitas Pada penelitian ini | Pada penelitian

terdahulu  berfokus
pada  pemahaman
masyarakat terhadap

bantuan PKH,
sedangkan pada
penelitian ni
berfokus pada
sasaran dana PKH
dan juga

pelaksanaanya, dan
dapat  disimpulkan
bahwa masih kurang
maksimal dan tidak
tepat sasaran

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektifitas

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal

dari kata kerja “efektif” yaitu terjadinya suatu akibat atau efek yang

dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian untuk dicapainya

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.’

Efektivitas merupakan suatu gambaran yang mengukur seberapa jauh

target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi untuk

mencapai suatu hasil yang telah direncanakan. Terget tersebut sangat penting

"Aswar Annas, Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan, (Makassar:

Celebes Media Perkasa, 2017), hlm. 74.
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pada setiap lembaga atau organisasi dan sangat berguna untuk melihat
perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi
itu sendiri. Efektivitas sendiri dilakukan atau dikerjakan sesuai tepat pada
sasaran atau “doing the right things”. Selain itu, tingkat efektivitas sendiri
dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara
menyeluruh, dan kemampuan untuk adaptasi dari organisasi terhadap
perubahan lingkungannya.®

Sedangkan efektivitas hukum adalah suatu ketetapan hukum, dimana
dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau
melahirkan keadaan dan juga situasi seperti yang dikehendaki atau
diharapkan oleh hukum. efektivitas hukum juga bisa dikatakan sebuah bagian
dari proses yang bertujuan supaya hukum itu berlaku efektif.’

Menurut Soerjono Soekanto, efektifitas hukum adalah dimana efektif
atau tidaknya suatu hukum itu dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:'’
a. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang). menurut Soerjono

Soekanto, ukuran efektivitas hukum dapat dilihat dari hukum atau undang-
undangnya, yaitu:

1) Peraturan yang ada mengenai bidang dalam kehidupan yang sistematis

Aswar Annas, Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan, (Makassar:
Celebes Media Perkasa, 2017), him. 74. $Muhammad Sawir, Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep,
Teori dan Aplikasi, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), him. 127-130.

® Irwan Jasa Tarigan, Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial
Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, (Y ogyakarta:Deepublish,
2017), hlm. 52-53

9Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.
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2) Peraturan yang ada mengenai bidang dalam kehidupan yang sinkron,
yakni secara hierarki dan horizontal

3) Secara kualitatif dan juga kuantitatif peraturan yang mengatur bidang-
bidang kehidupan yang sudah tercukupi

. Faktor-Faktor Penegak Hukum. yaitu pihak-pihak yang membentuk

maupun menerapkan hukum; yaitu aparat penegak hukum. Dalam

hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat

tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini meliputi

keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

. Faktor sarana atau aktifitas yang mendukung penegak hukum. fasilitas

yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang digunakan sebagai alat

untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas

memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran

tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Hal ini bisa dilihat

dengan cukup tidaknya prasarana yang ada.

. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan

diterapkan; faktor ini tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1) Mengerti dan memahami atauran yang ada

2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada

3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

4) Faktor Kebudayaan. yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup; hal ini dapat

dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang
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dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang
bertentangan dengan aturan.
2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan merupakan suatu program yang
dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai akses dan juga manfaat
pelayanan sosial yang baik, yakni mampu memberikan pelayanan kesehatan,
pendidikan dan juga kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat, khususnya
bagi masyarakat yang tidak mamapu. Program Keluarga Harapan ini diatur
dalam PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018. Adanya program keluarga
harapan ini, sangat membantu dan diharapkan dapat menjadikan langkah awal
yang dapat memnbawa masyarakat lebih maju dan juga terbebas dari
kemiskinan. !

G. Metode Penelitian

Anggapan dasar pada suatu hal yang difungsikan sebagai pijakan berfikir
dan bertindak guna pelaksanaan suatu penelitian, hal ini disebut sebagai Metode
Penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis
Empiris, yaitu dimana penelitian dilakukan dengan cara memadukan

bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh dari lapangan.

I PERMENSOS RI Nomor 1 Tahun 2018, Pasal 1
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b. Jenis Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu penelitian
yang ditujukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan
sebagainya. Penelitian ini mendasar dari usaha mengungkapkan dan
mengubah formal data lapangan dalam bentuk narasi verbal (kata-kata),
yang semaksimal mungkin utuh dan menggambarkan realitas aslinya. '?
2. Sumber data penelitian
a. Sumber data primer
Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk disajikan oleh
peneliti dari sumber asli, yang memuat informasi atau data tertentu.'?
Adapun data primer pada penelitian ini yaitu:
1) Dinas sosial Kabupaten pemalang
2) Kepala Desa wanarejan utara
3) Masyarakat Desa wanarejan utara
b. Sumber data sekunder
Data sekunder adalah data yang mendukung data utama atau
memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Adapun data penelitian

sekunder pada penelitian ini yaitu:'*

12 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013), hlm. 64.

B3Jimly Asshiddigie & Hafid Abbas, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indoensia:
Dari UUD 1945 Sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002, Cet. 5, (Jakarta: Prenada Media
Group, 2015), hlm. 15.

4 Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum, Cet. 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 192.



15

1) PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018
2) Undang-Undang No.11 Tahun 2009
3) Bahan hukum sekunder dari teori-teori hukum dan buku-buku literatur
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :
a. Observasi

Observasi adalah proses mengamati objek dengan sistematika
permasalahan yang diselidiki. Observasi yang digunakan oleh peneliti
yaitu menggunakan jenis observasi non partisipan, dimana kegiatan yang
dilakukan mencari data untuk memberikan kesimpulan atau diagnosis
yang berkaitan dengan Implementasi “Permensos Nomor 1 Tahun 2018”
tentang PKH di Desa Wanarejan utara.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses interaksi yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat (pewawancara
atau Interviewner) memiliki hak yang sama dalam bertanya dan juga
menjawab apa saja yang ada dalam materi”. Bentuk wawancara dalam
penelitian ini adalah terstruktur. Adanya peneliti berfungsi sebagai orang
yang mengajukan pertanyaan dan yang bertugas menjawab pertanyaan
selama proses penelitian adalah subjek dari peneliti. Adapun wawancara
dalam penelitian ini yaitu dengan beberapa tokoh diantaranya:
1) Wawancara dengan Pendamping PKH

2) Wawancara dengan masyarakat Desa wanarejan utara.
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c. Dokumentasi
Dokumentasi dalam suatu analisis itu sangat diperlukan, karena
sebagai bahan informasi dan juga tanda bukti adanya sebuah penelitian.
4. Teknik Analisis Data
Pada upaya ini dipilih penelitian kualitatif, dimana analisis data
dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan.
Data yang diperoleh dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai
dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, serta mereduksi,
selanjutnya mengenai aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data.
Dari hasil keseluruhan informasi yang ada, maka selanjutnya adalah
proses analisis data, dimana dalam hal ini adalah bagian yang sangat penting
guna menghasilkan suatu laporan dalam proses kegiatan.
H. Sistematika Penulisan

Adanya suatu sistematika dalam penulisan dalam suatu penelitian adalah
untuk memperjelas pembahasan. Penulis dalam penelitian ini membagi menjadi
empat bab pembahasan. Adapun sistematika penulisan dalam pembahasan ini
yaitu:

Bab Pertama, berisi latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan
Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, berisi tentang Teori Efektifitas Hukum, Teori Sistem Hukum,

Program Keluarga Harapan, Perlindungan Sosial, Pengentasan Kemiskinan
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Bab ketiga, berisi Hasil Penelitian yaitutentang Efektivitas Permensos
Nomor 1 Tahun 2018 yaitu tentang PKH.

Bab keempat, berisi Pembahasan, bab ini berisi Analisis Hasil Penelitian
tentang Efektivitas Permensos Nomor 1 Tahun 2018 yaitu tentang PKH

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang

berkaitan dengan pembahasan.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diatas, maka penulis

menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Wanarejan Utara

dikatakan tidak efektif, sesuai indikator efektifitas hukum, yakni terjadinya
ketidaktepatan sasaran yang terjadi dikarenakan pendataan di Desa tersebut
menggunakan DTKS tahun lama sehingga menjadikan program ini tidak
efektif. Sosialisasi program yang kurang diperhatikan serta tidak dilakukan
dengan semestinya. Kemudian indikator upaya pengentasan kemiskinan yang
tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh.

. Adapun Implikasi dari Pelaksanaan PERMENSOS No 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan di Desa Wanarejan utara adalah sebagai berikut:
a. Angka kemiskinan yang tidak berubah

b. Menurunya tingkat kesehatan bagi anak-anak dan ibu hamil

c. Meningkatnya angka pendidikan yang rendah

d. Kurangnya Jaminan sosial bagi masyarakat

B. Saran

Selanjutnya ada beberapa saran peneliti sampaikan untuk tanggapan

kedepan supaya pemerintah Desa lebih baik lagi dalam mengatur urusan bantuan

bagi masyarakat Desa Wanarejan utara, yakni sebagai berikut :

69
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1. Kepada aparat Desa Wanarejan utara agar lebih memperhatikan warganya
khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dapat
mensejahterakan masyarakatnya.

2. Kepada kementerian terkait dapat bekerja sama dengan pemerintahan desa
dalam menentukan data peserta Penerima Manfaat Program Keluarga
Harapan kedepannya agar Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan
sesuai dengan kroteria dan bisa tepat sasaran.

3. Kepada masyarakat untuk selalu menerapkan hidup dengan saling tolong
menolong dan juga saling membantu antar sesama agar terjadi kehidupan

bernasyarakat yang harmonis.makmur dan bebas dari kemiskinan.
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